Kutut Suwondo

Peﬂdiﬁikﬁﬁ F@Emk di Aras D
Hams lakukan

: PENGANTAR :
Mengusung fsu demokras: pada aras kofa vang sebaglan wilayahnya merupakan pemekaran s
bukan perkara mudah. Belum lagi kehadiran civil society organization yang masih tergagap- '
gagap dalam membagun suatu agenda advokasi terhadap praktik distorsigood governanca di
Kota Salatiga. Untuk mengetahui secara jebih utuh bagaimana sebenarmya pela dinamika
civil society di anfera kepentingan pada aras kelurahan bekas desa, rendahinya intensiias
CSO untuk membangun agenda aksi bersama, profil partai yang lemah dalam membangun
infrastrukiur politik, maka Jurnal Renai mencoba menelusir lebih jauk bagaimana duduk scal
peta sosial-politik di atas dari perspekiif seorang Kulut Suworido sebagai penelili dari Fakullas
Itmu Sosial UKSW la dikenal sebagai seorang yang memberi perhatian terhadap dinamika
politik foal, khususnya di Kota Salaiiga. Dalam wawancara berikui akan disajikan bagaimana
sebuah konstruksi infrastrukiur politik seharusnya hadir dalam tradisi demofrasi di aras local.
Barikut pefikan wawancara Jurnal Renai, melalui Sdr. Nick. T. Wiratmoko yang mewawancaras

Dr. Ir. Kutut Suwondo, MS.

Renai (R): Bagaimana bisa dijelaskan
bagaimaan potret arena publik dan politik
pada aras desaskota di kota Salatiga?

Kutut Suwondo (K8) : Kasusnya ada di Salatiga
dan Poloboga, Kalibening dan Randuacir yang
masih berstatus desa di kabupaten Semarang.
Di ketiga Desa ini dulu Forsa pernah melakukan
program yang disebut pendemokratisasian.
Saya melihat dari segi proses-proses
pembangunan. Dalam mode] Desa, peran Kepala
Desa dalam perumusan pembangunan sangat
besar, bahkan bisa dikatakan sangat
menentukan sskali. Ada wilayah-wilayah vang
dekat dengannya, yang memang mendukung
dia dalam pemilu. Ada wilayah yang
mendulung ketika dia menjadi lurah, itu diberi
lebih banvak fasilitas. Tetapi desa-desa yang

menerus dalam agenda pembangunan karepa
dia membutuhkan itu dari segi untuk menjaga
kelangsungan vang akan datang, ketika ada
pemilikan-pemilihan  lagi, maka dia
menggunakan kekuasagnnya itu untuk
mengair daerah dukuh. Sedangkan RT/RW it
belum maju. Ity yang pertama. ladi dengan
sistem desa, kepala desa memiliki kewenangan
vang besar untuk merealisasikan maksud
terteniu. Hal ini biasanya dikaitkan dengun
pemilihan kepala desa (pilkades).

R : Kalau benar kewenangan kepala desa de
desa sangal besar, bagaimana dengan
kekuatan BPD (Badan Perwakilan Desa) yang
diatur ofeh UU 22/1999 tentang pemeriniahan
Daerah yang khususnya mengatur desa?
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m;salnva beberapa BPD muncul sebagai
kekuat'm Ikontrol terhadap Turah. Bahkan bisa
d]katal\_an dengan melakukan konirol yang
Keras. Tetapx ada beberapa daerah yang peran
BPDnya belum terlalu kuat dan kalah wibawa
dlbandmgkan yang ditampilkan sang Turah.
Sebab ituy knatwlemahnya kei«,naﬂn aiternatif
sangat fergantung . dari-“kewibawaan,

Lemampuan keberanien, dan* “kepremanan”

BPD untuk mengontrot: kekuasaaii kepala désa
yang cendertng menggunakan-Kekuasaannya
untuk kepentingannya pribadic Bagi desa-desa
yang sudah maju, kontrol BPD terhadap lurah
memang menjadi lebih kuat. Hanya saja, konflik
yang texjadi di sitn kemudian berkepanjangan
_ Juwa seperti di Desa Wum;‘t Dalam hal ini,
memang kemudian tergantung bagaimana
K r:p;,.]a desa 16 emudmn be; mam denﬂan BPDnya

dlmmnhan oleh kepala descmya. Sebab iy, relasi
seimbang-tidaknya antara kepala'desa dan BPD
sangat ‘tergantung Kepemimpinan- yang
dikembanglkan di desa tersebut.

R Kalan dicsumsikan baknea pamong desa
beserta perangkatnve dikategorikan sebagai
represeniasi negara pada aras.lokal dan
cukup kuar posisinva, lantas bagaimana
dengan representasi kedeulatan rakyart desa?

K5 0 Saya melihat bahwa pola BPD itu
menyebabkan infrasteuictur politik di aras lokal
menjadi lebih bagus. Mestinya, dengan
kehadivan BPD ia akan menjadi lebih dekat
dengan rakyat sebagal institusi penyaluran
inspirasi dan sekaligus menampungnya. Tetapi
justru vang terjadi adalah bahwa BPD tidak
pernah melakukan rapat pada aras dukuh uazuk
mengambil asnirasi. Proses pengembangan
infrastrukiur politi di aras desa tidek terbentuk
dan menurt sava juga tidak ada kemauan untuk
membeniuk itu. Diharapkan dengan munculnya
mekanisme pemily yang iebih bervariasi
eamaeam inl infrastruk oy noling di aras lokal

ada di desa dalam bentuk kelembagaan rapting
dan vang menang seharusaya dia . bisa
menangkap aspirasi dan menyalurkan asprasi
ini ke BPD pada aras desa atau langsung ke
tingkat kabupaten kota. Ini menurut hematsaya
lemah, sehingga kalau BPD dianggap sebagai
lembaga suprastruktur di aras lokal, maka di desa
akan ada lembaga infrastruktur di aras lokal yang
biasanya terepresentasi-dalam bentuk parp@}
ituyang iidak jalan. Savamewlihat PKS.(Bar
Keadilai Seiahtera) mulai menggarap iy,
sementara partai yang lain belum. PR

R : Bagaimana dengan partai Golkar yang
selama ini malang melintang di desa karena

Juga ditopang kebiakan floating-mass?, ..

K5 ¢ partal Gotkar befum menunjukkan niat uniuk
rmemberdayakan infrastrukiur di aras desa,
Misalnya ada HWE (Himpunar Wanita Karya)
ataukaderisasi atau bagaimana dia menampung
aspirasi vang betul-betul kemudian menangkap
sebagalinfrastruksur lokal itu tidak ada. Sebagai
contoh di Kavman Kiduf ada HWK bentuian
Golkar, ternyata dalam kiprah politiknya hampir
biz dikatakan semua anggota HWIK lebih
memitih, PKB. Dengan demilian HWK ini bukan
dibentulk dan sefanjuinya dipergunakan untuk
menampung dan  memperkuat infrastrukeur
tetapi-sekadar dibentuk dan kebetutan saja ada
vang ngopéni (Jawa: memelihara). Sedangkan
kalau di wilayah lain lembaga sejenis ini belum
ada sama sekall. Ini sebenarnya kesalahan
Golkar sendiri ketika mengembangkan foaiing-
mass, tetapi diz sendirl salah memanfazatkan
momentemaya vakoi sebelum reformasi. Golkar
sebenarnya memiliki momen yang bagus upiauk
masuk, tetapi tidak digunakan dengan benar.
Dia lebih memanfaatkan media HWIK sebagai
kaderisasi untuk memperkuat rezim, tetapi tidak
dalam rangka membentuk infrastruktur politik.
Lalu, ketika reformasi dia tidak berani lagi masuk.
Kalau kita periksa, dalam lima tahun terakhir ini
cemis nartal meneambane semua. Golkar tidalk
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masuk. Saya menduga bahwa ketidakberanian
Golkar masuk arena teritori desa ini lebih
disebablkan karena ada rasa bersalah di samping
jumlah:pendekungnya kian surut, sehingga
kalau dia masuk ke desa dia menjadi ragu-ragu.
Tetapi dengan sekarang perolehan partai Golkar
naik lagi - walaupun persentasenya juga turun,
tetapi relatif proporsinya lebih tinggi ketimbang
yang lain; maka saya kira dia akan masuk bukan
~ dalam rangka memperkuat rezim partai-tetapi
" juga mémperkaiat infrastruktur Trulah beberapa
pemikiran yang mestinya dikembangkan oleh
partai dalam rangka memperkuat infrastrukiur
politiicdi aras lokal uniuk pengembangan desa.
Jadi, pengembangan infrastrukiur politik desa
dapat memanfaatkan peran BPD - tidak
semuanyaz  bagus = tergantung’ pada
kepemimpinan, kini ada kesempatan dengan
kehadiran partai Golkar yang perolehannya naik
lagi-dan sejumlah partai ideologis lain vang
seharusnya bisa memperklueat infrastruktur
untuk menghiduplkan sistermn politik di desa.

R : Peran partai jelas tidak mengembanghkan
pendidikan politik, bagaimana komentarnya?

K.S:! Pada prinsipnya pendidikan politik di aras
desa harus dilakukan. Contoh yang bagus terjadi
di Kalibening ada 11 ranting partai dari 23 partai
‘yang terdaftar di Kota Salatiga di dalam sebuah
kelurahan. Dan, hal ini bukan karensz
perpindahan  dari status desa ke kelurahan,
tetapi karena kenflik politik di aras lokal. Ketika
Pak Abda yang semula menjadi panutan  ito
berpindah, lalu fari ke satu partai yang dianggap
partai yang berbau Kristen (PEP! — Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia, karena
tokohnya Kasmun). Sebab itu, bagi konstituen
Pak Abda ini dianggap sebagal suatu fenomena
vang aneh. Inilah sebabnya kemudian momen-
turn ini dipergunakan untuk masuknya semua
partal, khususnya partai Islam semuanya ada
(PEE, PAN, PKB, PNU, PBRB) selain Golkar, dan
partai Demokrat fuga masuk. Sedanekan Di

hampir tidak ada. Kalaupun ada ranting partai
tetapi kehadirannya tidak jelas. Memang Fant-
ing-ranting parpol tadi memiliki papan nama d
desa dan benar tidak berbuat sekedar papar
nama, maka infrastruktur pada aras lokal ini akan
juga mengembangkan bukan saja andid:k’m
politik, tetapi sistem politik di desa juga semakin
dinamis. Dinamika politik ini sudah tc:md; di
Kalibening, ketika Pak iurah menéambll
kebijakan, terkait dengan dua pedukuhan vakni:
Dukuin Tegaisari dan Dukuh Kalibening,. Du}\.ul
Tegalsari junilahnya kurang dari 1/3 jumah totai
penduduk. balu ketika ada uang jatah
pembangunan sebesar Rp 100 juta, Pak Jurah
hilang “40 bagian untuk Tegalsari dan 60 bagian
untuk Kalibening,” Hal ini diputuskan secara
individu sebagai kepala kelurahan, Kepususan
ini kemudian diprotes. Akhirnya di antara
mereka (Komunitas Pedukuhan Kalibening dan
Tegalsari) muncul kesepakatan menjadi .1 dan 3
sesuai dengan proporsi jumiah penduduk,
Dulunya memang proporsi julah penduduk 40
{Tegalsari) dan 60 (Kalihening). Jadi dalam hal
ini ada keputusan Kenala Desa vang ditolak.
Dalam hal penoolakan ini ini muncul bukan
karena adanya s¢jumlah ranting parpol, karena
ranting masih sibuk. Saya mempunyai havapan
bahwa rapging ini akan menjadikan infrastroktur
politik di desa bisa muiai hidup pada pemilu vang
akan-datang.

R Bagaimana dengan posisi infrastrukiur
g gan p !

politik bekas desa di Salatiga, apakah lebih

baik atau bagaimana?

K8 @ Yang menjadi masalah adalah bahwa
infrastruktur politik di aras Jokal fta diterapkan
di tingkat kelurahan, maka sebetulnya
pengambilan kebijakan di tingkar kefurahan itu
tidak ada, sehingga dia (kelurahan) kehilangan
musuh dan berbeda dengan di desa ada musuh
rakyat/BPD vakni Pak lurah. Dalam hal ini (di
desa) musuh dari civif society Jelas pada ranzh
necara di aras okal. Sedanean di kelurahan.
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-menjadi sangat penting untuk mengembangkan
civil sociery dalam cakupan kabupaten. Tugas
pemberdayaan civil sociefy ini menjadi kian
relatif febih berat dibandingkan dengan di desa.
Sebabitu, kalau ini‘jadi maka pengembangan
infrastruktur bukan saja pada aras desa, tetapi

. infrastrukturnya di tingkat kota. Sebab i, rant-

' mm ammg partal atan. PAK {penguras partal
- 'dil{embaﬁﬂkan partai aampal pada tmwkat kota

“Sementara, " inilah yang belum. ada, Yang ada
sekarang ada adalah kalau adakasus ;Jrotes dari
masyarakat -iokal langsung ke kabupaten
kalzupun ada itu tidak digerakkan oleh partai,
padahal ini mestinya menjadi tugas partal,

Semeriara i, munculnya kasus-kasus pada aras
lokal-yang kemudian dinaikkan pada level
kebupaten lebih banyaka disponserioleh LSM
dan-oleh tokoh masvarakat tertentu, Dl
Kalibening misainya,. agenda air dan
pembangunan fatan, dia pisa langsung
melakukan karena furah menghindar ateu King
bukan menjadi sasaran tembak lagl dari eivd!
sociens. Tetapl, jika kelurahan. menghambil
kebijakan tevialy Derani maka-diaakan
memperoieh resistenst. Sebab fiu, seharusnya
kot seharosnya menjadi lebih matang, karena
musuhnya bukan i padaaras desa. Bukan
berartt musuh dalam adi dibunub, tetapi lebih
rai sparing partner-nyva. Sebab ita efvil
saciery di aras kelurahan harus memiliki
pandangen yang agak loas, tidak Jokal sekali.

‘i"

H
i

[

B . dApakedh wda cara Khusus uniuk
mempromosikan C8 {civil society) di aras
kota?

K& ¢ Memang vang sulit ity adalah
mengkoordinasi gerakan-gerakan CS yang lintas
desa/kelurahan Hal ini dimungkinkan jika ada
parmasalahan yang statusnya lintas desa juga,
misalnya sumber air, gerakan penghijanan,
pembuatan jalan atau apa saja. Tetapi program-
AEaeTAT cPanda fnokat Pote it arahnvs inona

pada

berani }uﬁa untuk membagun sendiri atau
pertimbangan masyarakat desa. Ini yang, harus
dikembangken dan yang harus ada adalah
koordinasi atau kerjasama antar geral n-
gerakan social pada aras bawah. Infrastruk ur
di aras bawah belum jalan, Kita akan mehhat
sesudah pemilu ini apakah kerjasama antar _;:_;al_'ia_l
ini ada atau tidak. Untungnya sekarang partai
ini.tidak lagi terlalu ideologis, maksudnya
konstituen kini tidak lagi fer lalu fanatik. Bahwa

“ kalau saya PKB falu tidak mau tahu denﬁan PBB

tetapi- orang juga sadar mmisalnya seorang
berkampanye dengan bisa memiliki beberapa
kaos partal = kampanye PDIP ikut, kampanye

Partai Demolgat ilout, dan macam-macam ity, itu
dianggap sebagai hal nmum. Orang tidak
rienjadi masalah ketika dia berpindah pariai,
schingga bagi wilayah-wilayah yang. tidak
iegang maka - kerjasama -antar
infrastrukturnpartai di aras lokal sebetulnya
sudal relazii lebih terbuka, g

R ik i kelurahan ada lembaga sensacam
LEMD (Lembaga Ketahanan Kasyaraka!
Deser) vang identik dengan BPD, bagaimana
sebenarnyt peran ideal lembaga legislatij
aras  kelurahan  sebaiknya
dikembanghan?

K5 Pungsi LEMD di tingkat kelurahan dapat
dikatakan tidak jalan dan juga terfalu kecil.
Sebenarnya yang harus dikembangkan misalnya
— memang harus muncul dari bawalh, adalah
semacam Dewan Kelurahan seperti Kelurahan
Kalicacing yang merepreseniasi komunitas
perkotaan. Sementara itu, wilayah pemekaran
dari desa ke kelurahan nuansa desanya masih
begitu kental ketimbang nuansa urbannya,
sehingea jika wilayah-wilayah pemekaran
tersebut dikembangkan kelembagaan seperti
Dewan Kelurahan maka itu terlaiu keeil. Lebih
baik kelembagaan tidak diarahkan ke arah
Dewan Kelurahan, melainkan lebih kepada
koordinasi antar kelurahan vang selanjutnya



Tatun 1 No. 4, Edisi Musim Labuh, Oktober 2003

ke]urahan kemudian lebih ditempatkan untul
menan sani masalah teknis administratif.
Sedangkan ‘'soal pembangunan: dan: penerapan
kebijakan apapun harus diserahkan ke RT/RW.
Dengan :'demikiéﬁ' 'funési- Tarah “hanya
menyalurkan saja anggaran pembanounan ke
institusi” RT/RW. Kehirahan kemudian. tidak
boleh: ampur ‘tangan dalam mengalokasikan
dana’ pembdngunan ke ‘wilayah- wilayah
‘tertentu; tidak boleh ini dan’itu. Sebab-itu,
' dengan fingsi tekmis adriinistratitjika kemadian
di kelembagaan di bagian bawah ada korupsi,
maka dia tinggal membuat pelaporan, Sifat
“saluran téknis administratit” kelurahan
mestinya bersih. Dengan demikian kelurahan
tidak dlanggap tidak penting bagi masyarakat,
paling hanya melayam pengurusan KTP,
kelakuan baik, it saja. Apalagi kini penempatan
pejabat lurah yang ada di kota berasat dari or-
ang luar kelurahan tersebut, bukan ash warga
setempat. Di Kalibening hanva ada satu orang
vag ditempatkan di Kelurahan dan bukan
pejabat strukiural yang bereselon vendah,
Dengan demilian kekuatan interaksi joce 6 fuce
vang semula menjadi kekuaian desa untuk
melakukan pembangunan - sebagaimana desa
vang lama — tidak Iagi muneul Jarang ada sonjo
(ikui merasakan apa yuang mmesti dibangun),
sehingga ketika kemudian ada permasalahan
vang muncul, mereka tdak peduli. Kinj, bivokrat
tersebut hanva datang ke kelurahan, mengurusi
admoinistrasi, dan kemudian menjadi sangat
birokratis dengan nrusan administrasinya.
Memang catatan administrasinya menjadi
bagus. Dalam posisi seperti itu, kelurahan
jangan dizanggap sebagai apa-ape lagl, hanya
sebagai sebuah lembaga vang membantu secara
administratif. Sedangkan kebutuhan masyarakat
keluranan harus diputuskan oleh warga sendird,
yang mestinya dapat diakomaodasi oleh Dewan
kelurahan untuk kawasan kelurahan vang
mewakili komunitas kota. Keturahan bekas desa
belum terlaly membutuhian dewan kelurahan,
teiapl lebih membutuhkan lembaga RT/RW.

ada]ah peran. RT/RW

R : D! Desa ada peran pa!f ORase. besa)
Bagaimana persepsi masyarakat fez-]mdap
pergeseran status. dari wilayah desa ke
kelurahan? . :

K8 : Patronase kepemimpinan muncul karena
banyak sebab. Sebenarnya yang terjadi didesa
itusedikit se%\al: pemimpin yang muncu]. karena

kewibawaan atau kharisnia. ’I’et’tplvanfrmuncul

adalah pemimpin yang méenjadi patron karena
amanat ‘Undang-Undang dan jabatan syang
ditempelkan, “Ifu pak Dukuh. ltn Pak Carik
(Sekretaris Desa). ko Pak Lurah” IDioaras
kelurahan sebagian besar sudah seperti it
fefomenanya, misalnya pemilihan kepala desa
dan pemilihan sekretatis desa tidak lagimurai
karena prakarsa atau otoritas lokal, tetapi suda
ada bermacam-macam intervensi dari luar desa.
Sehingga tidak bisa lagi dinbayangkan bahwa
desa atau kelurahan fenomena patronase hidup
karema kharisma seseorang, tetapi patronase
hidup karena tempelan. Contohnyz adalah
Ketika desa diubah menjadi kelurahan, kita
mendiuga akan teriadi kehilangan patron dan
itu akan menvusahkan masyvarakat. Tetapi
kenvataannva tid%k karena kemnudian muncyl
Jabatan lain vakni RT/RW yang kemudian
menjadi lebih diharsal masyaraksr. Contahlain
adalah patronase yang dikembangkan oleh pak
Abda sebagal sosok vang ditakuil masvarakat
dari Kalibening ketika Kalibening PPP melawan
Golkar, maka semua warga menjadi PPP. Ketika
dia berorientasi P, semua ikut PEKRB. Tetapi,
keiika dia pindah ke PICFL malke di sana kekoatan
Palc Abda menjadi pecah. Jadi dalam hal ini
iharisma Pak Abda dibangun karena ke-Islam-
anuya itu dan ketika wamna ke-lslam-annnya
berbeda karena memilih partai vang dianggap
risten, maka patronase ind mulai ditinggal.
Sebab itu, apa vang disebut sebagai patronase
itu bukanlah sebuah harga mati, tetapi
teroanfime Penadas mmcinnalitac vanos diBsamoann
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* Kalaupoun foh sekarang Pak -Abda memiliki
' penduking ftu karena dia'memainkan praktik
' uang dan intiridasi. Sedangkan yang lain tidak
-'mﬂmp:m lagi dlpmngaruhx ée‘lcan mtmndasy. dan
politik uang, -
“Dalamhal ini ketlka desa memadx kelurahan
E rakya* tidak kehilangan pairon karena kemudian
. imuncyl ‘patron-patron: baru. Dan pairon baru
~ini mmnculkarena bukan karena kekuasaaniya,
: :tf:;apl lebih dlanﬂgap ‘sebagat peiayan Kalau
cwduhis ?aa Lnrah dipandang sebacai panutan,
-~ fetapi Pak RT/RW dianggap sebagai pelayan.
Maksud sava ada banyalk RT yang sebenarnya
tidak mau menjabat lagi karena lelah dan tidak
-:mné'ipat apa-apa.Sehingga kalau ada orang
vang mau makakita akan senzmg kaxena d;a rala
berkorban,

R : Pola paronase mengandaikan balva
sumber kekunasaan berosal dari atas. Kini
diketahui “bahwa - dengan -munculnya
rasionalitas bary dari Kleinnva, -maka
kekuasaan juga Bisa mzmcz:! dfm ‘aras
bawah/ ' v : '

KS @ Saya sebenarnya setuju dengan
pandangannya Bernel dan Budiono vang
mengenalkan munculnya kekovasaan vang dari
bawsah, Bekarang dengan pola pemilihan
pimpinan secara langsung, —nanti bahkan
walikota dan bupati juga akan dipilih langsung,
mau tidak mau raka legitimast akan berasal dari
bawah. Sebab v masalah kepemimpinan mau
tidak mau harus mendasarkan kepada
konstitnen, Trend ini harus diawasi betul. Yang
harus dicermati adalah oivil society dari aras
bawah ini harus menyadari teniang makna
legitimasi kektagaan itn, Jadi fidak sekader hadiv
sebagai pemrotes dan conater balance, tetapi
harus ‘memaknai bahwa posisi dirinya adalah
pacla posisi lebih di atas dan berkuasa. Penguasa
haras diatur. Saya semakin yakin bahwa civil
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society bukan sekadar media untuk kg;e_m__u,
tetapi lebih sebagai institusi yang tidak lagiyang
posisinya sejajar lagi, tetapi kekuasaan rakyat

memang: harus lebih tinggi ketimbang wakil-

wakil rakyat di legisiatif dan pemerintahan.

‘Memang pada zamannya Pak Harto, "posisi

rakyat hanya sekadar sebagai komplenen,
mendukung, menempel pada kekuasaan.: Narmun

‘ketika reformasi datang, gerakan eivil, sociely
.mulal meralisasikan protes, rational discourse,
“utetapl-kemudian seharusnya juga pada posisi

di atas legislatif dan biroksasi. Makna demolrasi
vang selama inikita pikirkan yang kemudian
berhadapan dengan penguasa, memang harus
dipikirkan apakah penguasa harus ciuciuis

‘bersama sejajardengan kekuasaan rakyat. Tty
“harps: dipikir-ulang bagaimana-legitimasi

keknasaan dan yang mempunyai kekuasaan
Bisa melegitimasi, Sehingga kontrol arpgansi
dari wald] rakyat harus ditekan. sedemikian
rendah, misalnyza ketika Formalisa® ketemu
dengan Kasmun terkait dengan agenda
pengadaan inceniraior {alat pembakar sampah
kota). Apa vang dilalukan dan dikatakan
Kasmuon adalah “lu kan sudeh dianggarkan,
jadiharus dibeli.” Yang menganggarkan siapa?
Dia sendiri sebagat DPR Kota! Karena sudah
dianggarkan maka logikanya harus dibeliIni
merupakan logika yvang buoso-kuosonan(sok
berkuasa, red). Bementara, Formalisa dan LEM
pacia posisi protes. Jika kemudian Formalisa
tidak sekedar dikembangkan sebagai forum,
tetapi representasi seluruh massa, maka dia
harus ada di aias, maka legislatornya harus
manut. Posisi demkrasinya memang ketika mau
begini, talu yang mungul seringkali karena ridak
puas dengan kekuasaan negara, talu demokrasi
kebablasen dengan ruangnya bukan yang
kriminal. Tetapl bagaimana dia bisa
mengaktualisasikan dengan cara vang benar?

R 1 Apa ada strategi khusus untuk
menghadapi arogansi legislator, smeentara

L
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kini kondisi civil society: organization/NGO
: ierkesan be?ja!an Sendzr z-sendtrl?

KS'-' T{.ui au- denﬂan mengusuna contoh
Formalisa, maka itu haris menjadi suatu gerakan
vang sifatnya“regional; yang mestinya
dikembangkan-oleh semual.SM, seperti Percik,
‘Trukajaya dan juga . universitas. Bisa saja
gerakan-Hu dimulaj dengan bentuk seminar,
kampanye, dan berujung-dalam bentuk
- perumusan hasil publikasi. Selama ini, agenda-
agenda yang mesti dikerjakan oleh elemen-
elemen gerakan sosial tersebut belum ada. Saya
sementara ini berperan mencoba mendorong
sejumlah personal vang ada LSM bahkan di
universitas untuk mencoba melakulkan
percakapan di putarmenggelindingkan gerakan
sosial vang dimulai dari kefompok keeil, Kendati
kelompok ini kecil, jika gaungnya kuat akan
melebar gerakan ini ke aras regional bahkan ke
aras rasional. Fulah vang mestinya kita lakukan
adalah dalam bentuk omaong bersama.
Bila dikaitkan dengan kasus pemilu,imasalah
kontrak politik yang dibuat oleh beberapa caleg
merapakan poia vang bagus. Dengan demikian,
ralyat sebagai basis kopstiven akan dengan
mudah akan menghukwm bila sang legislatif
yang Jadi itu korup dan dia harus-mundur
dengan cara menunjukkan kontrak politik yang
telah ditandatanganinya, walaiwradz juga caleg
yang tidak mau menandatangani kontrak:
Hal yang lain adalah peran partai. Celakanya
memang partai itu dikuasal oleh legislatif juga.
Misalnya saja — sekadar menunjuk contoh Sdri
Ibu Djatmiko sebagai Ketua PDIP Kota Salatiga
dan Sdr. Kasmun menjabat sebagai Ketua PICPI
—-  pemimpin partai sekaligus merangkap
sebagai legislator. Dengan demikian jika may
mengontrol kinerja legislatif, maka praktik
Jabatan rangkap pimpinan parpol dan legislator
harus dihilangkan dahulu, sehingga partai
memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk
melakuken tindakan misalnya recall, pergantian
antar waktn, kontrol yang ketat terhadap %ems—
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tindakan ini bisa dijalankan. Tetapi, hampi
semua legislatif pada saat sekarang menjaba
sebagai ketua partai. Dengan kata lain, jike
memang ada ketentuan larangan jabatar
rangkap, maka partai kemudian akan menjad’
kekuasaan konstituen. lika masih saja terjad:
prakiik jabatan rangkap, maka akan ada kesujitan
partai mengontor sang legislatii. Benar, nemang
persoalan rangkap jabatan menyami\ut Juwd
soal rejeki. Megawati Sockarnoputri yang ada
dipucuk pimpinan PDIP, misalnya, meiaku&an
praktik jabatan rangkap. =

R Agenda ranghkap jobatan mervpakan
kendala yang mesti ditinfau kembali pada aras
pusal.  Namup,  bdugaimang  dengan
kemungkinan membangun aliansi stratégis di
antaira CSO?

K5 Berkaitan dengan penghilangan jabatan
rangkap ~partai mesii dihifangkan pada.aras
nasional. Persoalannya kemudian bagaimana
kemudian mencoba mempersatuan publik
apakah bisa dilakiukan. Sementara dengan
mengambil sebuak Husirasi untuk Kota Salatiga,
kini masih saja ade ketegangan aniara Percik
dan Satya Wacana dalam membangun
dialektika — walaupun beberapa orang masih
bisa melintasi arena dieleltika. Jika ketegangan
di atas mencuat, maka dalam merancang sebuah
agenda duduk bersama maka akan terasa seperti
ada blok atau pembatas ketika kemudian muncul
sebuah masalal. Sementara jika ada masalah
mestinya semua pihak dalam jajaran CSO ini bisa
duduk bersama dan berdialog secara penuh.
Dengan demikian akan memberiken dampak

yang besar, apalagi kota Salatiga adaiah sebuah
kota yang kecil. Jika dikaitkan dengan kehadiran
dengan banyaknya LSM dan bebsarapa
pergurian tinggi, kondisi ini merupakan kondisi
ideal untuk maju. Saya tidak tahu bagaimana
altansi antara LSM-LSM dan perguruan tinggi
tidak sempat muncui.



Pendidikan Politik di Aras Desa Harus Dilakukan

CSO yang pada saat yang sama juga berbaju
. sebagal politisi don pelaku pasar?

K& o Dengan mengambil Formalisa sebagai
sebuah:model, memang disadari bahwa ada
bermacam—macam aktor yang terlibat di dalam
Formalisa. Ada yang berwajah jamak seperti
" dalam diri seorang aktor dalam dirinya adalah
seorang pangusaha, tokoh partai, dan sekaligus
masukisebagai komunitas. aliansi, seperti

- Formalisa: Saya memang dalam pendirianawal -

Formalisa memang sempat-mengambil peran
bersama Danny Zacharias, walaupun kemudian
saya keluar dari forum tersebut. Fenomena
kehadiran sessorang dengan -banyak péran
memang merupakan Kenyataan, yang
sebetulnya sangat tergantung bagaimana
kemudian kita bertarung di dalamnya. Karena
lkalau semua pihak sadar maka bisa saja ada
konflik. Misalnya di Formalisa ada Iou John
Manoppo — yang menggunakan Formalisa
uptuk batu loncatan sebagai caleg. Tetapi toh
secara organisatoris Formalisa itu berani
melakukan koreksi. Pola koreksi sepertiinijika
kemudian bisa dikembangkan oleh banyak pihak
dan  melupakan.  kKemungkinan  soal
“penyusupan”,  tinggal = selanjutnya
mengembangkan arena rasionalitas apakah
benar atau tidak.

Kalau dikaitkan dengan kemungkinan LSM hisa
menelorkan kebijakan publik, seharusnya kalau
komunitas semacam ini dilkembangkan, maka
semenjak rancangan perda (Raperda) sudah
harus menjadi pokok bahasan aliansi di atas.
Setama ini, proses penyiapan raperda itu sendir
kita tidak pernah tahu dan tahu-tahu perdanya
sudah keluar, Ketika Perda jadi, maka kita ribut.
Mestinya kita tidak semata-mata reaktif, tetapi
bisa mencegah sebelumnya, bahkan kita bisa
mengusulkan misalnya untuk mendukung salah
satu caleg — seperti Mas Harrie vang dianggap
sebagai calon legislator yang rasional dan
menolong menyampaikan aspirasi kita. Bagi
sava, komunitas civil society adalah

di atas menjadi yang lebih atas. Misalaya setiap
Raperda jika mau diproses selanjutnya periu
memperoleh lampu hijau dari aspirasi aliansi civil
society ini. Kalau tidak ada lampu hijau maka
mungkin raperda tersebut akan men_;ad;
permasalaban. Lantas, bagaimana kemudian
membentuk gerakan denﬁan modei ahan31 ini?
Idealnya ahans; yang d;maksud d;s:apkan
sebagai snatu forum, yang bagi siapa saja, blsa
kelar dan masuk. Sebab itu, jika If;emud'
orﬂanlsas; ini ‘diketatkan bisa dlpak'x ]
seseorang imtuk. mengambil keuntungan.
Tetapi, kalau kemudian longgar maka kemudian
tinggal sekarang bageimana membangun
rasionalitas di dalam " dan kalau tidak SEYU_]U
dengan rasionalitas yang disepakati bersama,
silahkan keluar.

R v Kalav kasus Formalisa organisasinyg
sangat jelas dan kemudian saling mengambil
keuntungan, ada ketegangon, dan kemudian
buntu don beku. dda komentar?

K8 : Memang dalam dialog terakhir ada protes
keras dari Sdr. Balwuddin dan dia ada di sita.
Saya meminta Mas Warto (aktivis Formalisa dari
Trukajaya, red.) untuk mengkoordinasi itu. Pak
Adjar Subadi (Dosen UKSW, menjabat sebagai
Ketua Formalisa, red.) sebenarnya juga
sebenarnya berminat untuk mencairkan
kebekuan ite. Mungkin karena masih dalam
suasana Pemily, Mungkin saja kemudian agenda
ini bisa diangkat dengan Percik, Pusat Studi
Lingkungan Satya Wacana, Qorryah Thoyibah,
Formalisa dan segala macam, mengadakan suatu
pertemuan, tanpa harns mengeluarkan dana
besar, tetapi agenda ini dijadikan sebagai
kebutuhan bersama. Apakah ini bisa atau tidak?

R ¢ Jika di atas telah ditdealkan munculnva
sebuah gerakan yang dapat melahirfan suatu
bentuk kampanyve, seminar, publikasi,
pertanyaannya kemudion mengapa hal itu
tidalk dengan sendivivg terbentuk?
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KS M' sa}ahnya adalah, pertama, hampir
sem p;hak belpl iran bahwa untuk data
men' ¢ rakkan semua itu dlperlukan dukungan
“yang besar. Kedua, siapa yang mau
me _ckooxdmlr Lazmmya sudah terbentul opini
bahwa yang mengkoordmnfah vang dianggap
mem'hiu duit. Yang sedang saya. imajinasikan
] ap‘ikah dimungkinkan - unmk
memnncuikan p:akals& seperti di-atas
dlperiukan ‘pada’ masing-masing pihak adalah
“kesadaran. Kesadaran akan mtuneul jika ada
l; biztuhan berswta ‘Sehingsa misalnya
dci_m yaraﬂ detol menolak i bisa menjadi
koordinator. Soal dapa, kita bantingan saja
bahkan bisa berasal dari mana-mana, itu masih

bisa. Hanya saja sampai sekarang kita, belun
pernah ketemu. Sekarang kegiatan sudak mula
surut, mungkin bisa segera dimulai kegiatanny:
lagi. Orang-orang partai yang kemjudiar
mencalonkan kembali dan kemungkinan besa:
jadi, akan menjadi sosok yang berbahaya karens
ia akan mencoba membayar dan iz butuhiuang
untuk menarik kembali; Peran aliansi ini adalal
bagaimana mencegah para legislator yang jad
ini untuk tidak memeras rakyat, Prog grarm: beszu
regionalnya adalah bagaimana kita mengawas
legislator tadi agar tidak menggunakar
kewenangannya untuk memeras rakyat. Salak
saty contohnya adalah program pengadaan ir-
cinerafor. Ini harus cepat diantisipasi. -0






